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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pada karya tulis ini, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Perlindungan terhadap anak korban hamil diluar nikah karena 

pemerkosaan diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang 

larangan perbuatan aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 

Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam Pasal 75 

Undang-Undang tentang Kesehatan dapat menjadi payung hukum bagi 

perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan. 

2. Penerapan restitusi dan kompensasi pada kasus anak di bawah umur 

korban pemerkosaan yang melakukan aborsi belum berjalan dengan 

baik. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, anak korban lah yang 

berhak atas restitusi tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerugian 

yang mendominasi dalam kasus kekerasan seksual adalah kerugian 

imaterill. 

 

5.2.Saran 

Saran yang disampaikan peneliti dalam karya tulis ini adalah 

1. Kepada orang tua, diperlukan dan diwajibkan untuk memberikan 

perhatian yang lebih ekstra kepada anak-anak mereka, mengetahui 

setiap gerak-gerik yang mencurigakan dari anak agar kedepannya anak-

anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan dan seks bebas. 

2. Perlu adanya sosialisasi terkait adanya Hak Restitusi terhadap Anak 

korban tindak pidana khususnya anak korban tindak pidana kekerasan 

seksual, baik itu kepada Masyarakat luas, maupun kepada Para Penegak 

Hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Para 

Lembaga-lembaga Bantuan Hukum. Hal tersebut dirasa penting agar 
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Keseragaman Pemahaman tentang Hak Restitusi ini dapat terwujud, 

sehingga upaya pemenuhan hak restitusi sebagai implementasi 

Perlindungan Anak Korban tindak pidana dapat dilakukan, dan Anak 

korban tindak pidana khususnya anak korban tindak pidana kekerasan 

seksual mendapatkan pemulihan kondisi nya dari hak restitusi tersebut, 

sehingga anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai 

manifestasi bangsa dan negara dapat hidup, tumbuh, dan berkembang 

sebagaimana Anak pada umumnya. 
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